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Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,

karena atas rahmat dan petunjuk-Nya, PPI Update edisi Juni - Juli  

Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik

Dengan diterbitkannya PPI Update ini, kami Redaksi berharap

semoga PPI Update  ini bermanfaat dan mempermudah bagi

anggota PPI  dalam mengikuti informasi yang berlangsun di DPP

PPI & PPI Prov, Kab./Kota  serta mengikuti perkembangan hasil

kajian riset. 

Kami menyadari bahwa penyusunan PPI Update ini masih banyak

kekurangannya, sehingga perlu mendapatkan masukan untuk

perbaikan kedepannya.

 

Jakarta, 30 Juli 2023

Pimpinan Redaksi

Sekjen PPI

Redasi

Kata Pengantar



Keanggotaan 

Data Anggota PPI Provinsi

(Sumber : Data Website PPI Tgl. 31 Juni 2023) https://periset.or.id/pencarian?
by=provinsi&q= dan https://periset.or.id/pencarian?by=kabupaten&q=

Data Anggota PPI Kab./Kota

Pesan Ketua Divisi Keanggotaan PPI
"Bergabunglah dalam Organisasi Profesi Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) Menjadi
Periset yang beretika, profesional, berdaya saing global, serta mendukungkemajuan dan
kema ndirian Bangsa"

Divisi Keanggotaan PPI
Subekti

Data
Anggota

Total  Anggota PPI Aktif  
bulan Juni 2023
berjumlah 8.430 

Baru ada 2 Provinsi yang
memiliki wilayah Kab./Kota
yaitu :  Jawa Barat & Banten 

Data anggota PPI
berdasarkan Pendidikan
jumlah 8.430 Orang

Data anggota PPI
berdasarkan Jenis Anggota
jumlah 8.430 Orang

Data anggota PPI
berdasarkan Gender
jumlah 8.430 Orang

Data anggota PPI berdasarkan
Provinsi jumlah 8.430 Orang



Info PPI Wilayah

PPI DKI Jakarta melakukan diskusi dengan
Ketua Umum DPP PPI pada tanggal 14 Juni
2023, mendiskusi hasil survey yang dilakukan
oleh PPI DKI Jakarta. Ketua Umum
menyambut baik hasil survey dan akan
digunakan dalam evaluasi PPI dan juga
monev pelaksanaan kegiatan riset di
Indonesia termasuk pelaksanaan riset di
BRIN. 

PPI DKI Jakarta membahas rencana kegiatan 
 tahun 2023  pada tanggal 5 Juli 2023 sebagai
berikut : Webinar hasil survey, Street Campaign,
sebelumya ada webinar, Akuisisi Jurnal, Naskah
Akademik BRIDA DKI, Fund Raising, Kerjasama
dengan Start UP, Kerjasama dengan Pusat Riset
BRIN, Kelanjutan Podcast, Campaign ke
Perguruan Tinggi, Media social, Bincang Jakarta.

Info

Media diseminasi

Instagram: @perisetjakarta

Youtube: PerisetJakarta

Kita masih dalam masa transisi
perubahan aktivitas riset dalam
integrasi ke BRIN. Periset Jakarta
diharapkan lebih adaptif dalam
masa transisi ini.
Anggota PPI DKI Jakarta lebih
dari 1200 periset dari berbagai
macam bidang, ini adalah potensi
yang sangat besar untuk dapat
berkomunikasi dan berkolaborasi
untuk menghasilkan riset-riset
yang berkualitas dan mumpuni.
Pengurus PPI DKI Jakarta masih
mencoba menjaring aspirasi
anggota dan menyiapkan
program-program yang
bermanfaat bagi anggota.
masukan dan saran snagat
diharapkan.

Pesan Ketua PPI DKI 
untuk anggota PPI DKI sebagai
berikut  :

1.

2.

3.



Info PT. Abseri Solusi Prima 

Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kesejahteraan anggota;
Menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset;
Memberikan perlindungan hukum, hak intelektual dan hak asasi manusia (HAM) bagi
Periset terkait dengan tugas-tugas litbangjirap;
Memberi masukan kebijakan pembangunan nasional pemerintah di bidang
pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, seni
dan budaya;
Mendorong pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk penguatan Industri
nasional; dan
Memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian bangsa yang didukung industri
nasional yang kuat.

PPI telah memiliki PT. Apseri Solusi Prima (ASP), dimana PPI menjadi pemodal utama
(Main Shareholder), yaitu 100 %. PT. ASP memperoleh ijin usaha dengan Akte Notaris
Nomor : 30 tanggal 27 Maret 2023.

Hubungan organisasi PPI dengan PT. ASP adalah hubungan "principal-agent". Misi
utama PPI adalah : 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

PT. Apseri telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada
tanggal 20 Juni 2023. RUPSLB memutuskan Susunan Dewan Komisaris adalah : Ir.
Syahrir Ika, MM, ; Dr. S.D. Sumbogo Murti, B.Eng, M.Eng. ; Prof. Dr. Syarif Hidayat dan
Prof. Dr. Lamhot Manalu. 

Sedangkan Direktur Umum adalah sdri Elia Nora. Mengingat formasi jabatan Dirut dan
Direktur Operasional belum terisi, maka RUPS mengusulkan Plh Dirut adalah Prof. Dr.
Syarif Hidayat dan Plh Direktur Operasional Prof. Dr. Lamhot Manalu dengan masa
jabatan sementara selama 1 (satu) tahun, sambil merekrut Dirut & Dirop yang baru.

RUPS juga telah menetapkan Logo PT. ASP sebagai berikut :

PT. ASP akan bertindak sebagai agen PPI yang bertindak melakukan kegiatan usaha
yang menghasilkan profit untuk memperkuat modal PPI dalam menjalankan misi PPI

Info



Artikel

Urgensi Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi Periset



Thomas Djamaluddin

Ketua Majelis Kehormatan Periset, PPI




Kode Etik dan Kode Perilaku sangat penting untuk menjaga kehormatan profesi. Dulu Kode Etik dan

Kode Perilaku jabatan fungsional dibuat dan ditegakkan oleh instansi pembinanya. Namun Peraturan

Pemerintah nomor 17/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil memberikan peran organisasi

profesi untuk membuat dan menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku jabatan fungsional. Instansi

Pembina hanya memfasilitasi penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku tersebut. 

Pada pasal 101 PP 11/2017 tersebut dinyatakan bahwa organisasi profesi jabatan fungsional (JF) wajib

menyusun kode etik dan kode perilaku profesi dan menetapkannya setelah mendapat persetujuan

instansi pembina. Organisasi profesilah yang bertugas memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. 

Saat kongres pembentukan organisasi profesi Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) pada 21 Desember

2021, Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP) juga ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan

Kepala BRIN. Sejak itulah PPI bertugas menegakkan KEKPP. Kasus dugaan pelanggaran KEKPP yang

belum selesai ditangani LIPI dilimpahkan ke PPI.

Mengapa Kode Etik dan Kode Perilaku sangat urgen untuk ditegakkan sehingga secara khusus

diamanatkan oleh PP 11/2017? Bagi periset, KEKPP dimaksudkan untuk menegakkan harkat, martabat,

kehormatan, integritas, dan kredibilitas periset. Untuk menjalankan amanat tersebut, di PPI dibentuk

Majelis Kehormatan Periset (MKP). Dalam pelaksanaannya, MKP didukung Divisi Penegakan Etik yang

bertugas menerima laporan dugaan pelanggaran KEKPP dan melakukan pemeriksaan awal.

KEKPP secara umum memuat hak, kewajiban, serta larangan yang mesti ditaati oleh setiap periset. Di

dalamnya juga ada beberapa aturan terkait penegakannya. Setiap periset mempunyai tujuh hak pokok:

(1) kebebasan ilmiah yang bertanggung jawab, (2) kebebasan dari intervensi pihak manapun dalam

menyatakan kebenaran ilmiah, (3) publikasi hasil karya ilmiahnya, (4) kekayaan intelektual, (5)

pembinaan, (6) layanan pengaduan, dan (7) advokasi. 

Layanan pengaduan adalah hak yang diberikan kepada periset untuk melaporkan dugaan pelanggaran

KEKPP yang diketahuinya secara bebas, tanpa tekanan pihak mana pun. Sedangkan hak advokasi

adalah hak pendampingan oleh Divisi Advokasi PPI bila seorang periset menghadapi tuntutan atas

dugaan pelanggaran KEKPP. Diharapkan dengan pendampingan tersebut seorang periset bisa

memberikan klafikasi dan mendapatkan hak-hak perlindungan sesuai profesinya. 

Hal-hal pokok yang perlu diketahui, setiap periset wajib memegang teguh tujuh nilai utama: (1)

ilmiah, (2) kejujuran, (3) tanggung jawab, (4) profesional, (5) disiplin, (6) bermartabat, dan (7)

independensi. Di KEKPP tujuh nilai-nilai tersebut dirinci untuk bisa difahami oleh semua periset. Selain

itu ada kewajiban untuk memublikasikan dan mendiseminasikan hasil risetnya secara bertanggung

jawab, menghargai para pihak yang terlibat, dan dipublikasikan hanya satu kali. Publikasi berulang

dianggap sebagai plagiasi diri (self plagiarism). Selain kewajiban ada juga larangan yang secara

umum mencakup tindakan kecurangan, penyalahgunaan, perbuatan tidak adil, plagiasi, dan tindakan

tercela lainnya terkait kegiatan sebagai periset.

Untuk menegakkan KEKPP, PPI telah mengeluarkan peraturan nomor Per-02/PP/PPI/VI/2022 tentang

Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset. Di dalamnya diatur secara rinci alur

penanganan laporan dugaan pelanggaran KEKPP. 



Info Jabatan Fungsional Perekayasa

Pertemuan antara DPP yang dipimpin oleh Ketua Umum PPI dengan Bapak Ka

BRIN tanggal 26 Agustus 2022 mendiskusikan tentang penilaian angka kredit (AK)

pada masa transisi di BRIN tahun 2022 bagi JF Perekayasa, ada sekitar 600 orang

perekayasa yang akan naik pangkat. Pada pertemuan tersebut, disampikan arahan

dari Bapak Ka BRIN untuk simplifikasi proses penilaian angka kredit melalui surat

edaran (SE) dengan menyesuaikan perkembangan tatakelola kegiatan di BRIN. 

Selanjutnya diadakan konsinyering tanggal 7 dan 8 September 2022 yang

difasiitasi oleh Komisi Profesi Periset (KPP) PPI antara perekayasa senior dengan

Tim penyusun peraturan dari Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan

Pengembangan Profesi-Kedeputian SDM Iptek BRIN. 

Pada konsinyering tersebut didiskusikan tentang konsep simplifikasi yang akan

disusun dalam SE Ka BRIN tentang penilaian AK Perekayasa tahun 2022. Tanggal

1 Maret 2023 sudah dikeluarkan Surat Edaran (SE) Kepala BRIN Nomor

8067/I/KP.03.04/2023 tentang PEDOMAN PENGUSULAN DAN PENILAIAN ANGKA

KREDIT DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN

TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN. 

SE tersebut mencantumkan usulan berkas penilaian yang lebih sederhana

dibandingkan penilaian sebelumnya, sehingga memudahkan bagi perekayasa

untuk mempersiapkannya, mengingat juga tahun 2022 adalah masa transisi di

BRIN. 

Saat ini sedang dalam proses penilaian bagi perekayasa menggunakan pedoman

SE tersebut, yang selanjutnya akan berubah lagi mengingat mulai tahun 2023

penilaian akan berbasis SKP sesuai Permen PAN & RB Nomor 1 tahun 2023

tentang Jabatan Fungsional.

     

I  Nyoman Jujur

Wakil Ketua Umum PPI

Info



Foto RUPS PT. Apseri PPI

Foto Penjajakan Kerjasama PPI-BSIFoto PKS Pemda Prov.Sumsel-PPI

Foto Dr.Ir.Sudarto, MM, INV (Anggota Dewan Pakar PPI)
narasumber worshop PPI NTT Tentang Garam & Rumpu Laut.

Foto Rapat Koordinasi DPP PPI - PPI Sumut

Foto Kunjungan Kerja ke Kompas Grup 

Foto Sosialisasi tentang KEKPP dan Tata Kelola Organisasi PPI di
PPI Provinsi Sumatera utara.

Galeri Foto

Foto  Rapat Dewan Pakar update program kerja.



Foto Webinar Sosialisasi etika dan perilaku periset” PPI Provinsi
Jawa Timur.

Foto Webinar Rilis hasil survei & kondisi anggota ” PPI
Provinsi DKI Jakarta

Galeri Foto

Foto Webinar Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan PPI.

Hasil survey dapat memetakan kondisi SDM
Periset DKI Jakarta, sehingga dapat dibuatkan
program peningkatan kapasitas Periset DKI
Jakarta terutama dalam hal berkolaborasi dan
publikasi ilmiah internasional. 
Para periset DKI Jakarta berharap pendanaan
riset di Indonesia terutama di BRIN dapat
mencukupi kegiatan riset dan publikasi ilmiah,
sehingga riset akan berjalan dengan baik dan
optimal
Tingkat kepuasan terhadap PPI masih rendah,
ini akan menjadi bahan masukan kepada
pengurus PPI DKI Jakarta supaya PPI lebih
dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota.

   Catatan Hasil Survei :
1.

2.

3.


